
\VALIKOTA LANGSA

QANUN ( PERATURAN DAERAH )KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2OO3

TENTANC

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MAJELIS PERMUSYAWARA'TAN UIAMA KOTA LANCSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. batrrua Kehitiupan N,Iasr.arakat Aceh telah memberikan kecludukan clan

peran terhormat kepada Ulama dalam bermasvarakat dan bemegara,

sehir-rgga kepadanva perlu tliberikan legitiinasi rlengan rnembentuk suatu

Lemhaga Ulama ;

b. bahwa untuk memberi peran kepala Uiama dalam penetapan Kebijakan

Daerah sesuai dengan Undang-unclang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penvelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu

clibentuk Organisasi dan Tata Kerja itlajelis Permusvar,l'aratatt Ulama ;

Mengingat : L

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a

cliur b perlu ciiatr"rr clalam suatu Qanul (Peraturan Daerah).

Unclang-unclang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh

clan Perubahan Peraturan Pernbentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;

Ur-rdarrg-undang Nomor ?2 Tahtn 7999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara No.

383e) ;

Unclang-undang Nomor 41 Tahun 1,999 tentang Penvelenggaraan

Keistimewatur Propinsi Daerah lnstimeu'a Aceh (Lembaran Negara Tahrur

1999 Nomor 772, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

Undang-undang Nomor 3 Tahul 2001 tentalg Pembentukal Kc-rta Langsa

Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 8l-, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4110) ;

2.

3.

4.



5. Undang-unclang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

l)aerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanegroe Aceh Damssalam

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomot 714, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4134);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penvusunan

peraturan Perundar-rg-unclangan clan Bentuk Riurcangan Unclang-unclang,

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 NomorT0);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik

Pen\.usunan dan Nlateri N4uatan Procluk-produk Hukum f)aerah ;

8. Keputusan Ntenteri Dalam Negeri RI Nornor 22 Tahun 2001 tentang Prosedur

Per-rgesahan Peratlrral Daerah tentang Bentuk Produk-produk Hukum

Daerah;

g. Keputusan l\{enteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur

Pent usruriur Procluk Hukum Daerah ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000

teltang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria lr4ajelis Perntusvau'aratan

Uiama (N{PU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

11. Qanun (Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh) Nomor 5 Tal'tun

2000 tentang Pelaksanaan Svariat Islam'

Dengan persefujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA TENTANC

::I'-',:,HNL,:JffXI?.,;il-"J'^ 
KERJA N'AJELIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah aclalah Kota Langsa ;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom

t.ang lain sebagai Baclan Eksekutil Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4 .  Dewan. . . . . . . . . . .



1.

f , .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selalrjutnya disebut DPRD adalah DPRD

Kota Langsa;

Keistimewaan Aceh adalah kewenanagan khusus untuk men-velenggarakan

kehiclupan beragama, adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan

Kebijakan Daerah;

6. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang

bersiJat mengatur dan mengikat dalam Penvelenggaraan Keistimewaan

Aceh;

Syariat Islam adalah Tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;

Nlajetis Permusyawaratan Ulama selanjutnva disebut N'{PU adalah IV{PU

Kota Langsa;

Ulama adalah Ulama Dayah/Pesantren clan Cendikiawan muslim Kota

Langsa vang khrismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-

soal keagamaan dan meniadi panutan masvarakat-

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab

Pasal 2

N{PU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur

pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD;

N{PU merupakan Nlitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;

N{PL] berkecludukan di Ibukota Kota Langsa.

Pasal 3

NIPU n'rempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan clan

nasehat serta saran-sarein dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek

St'ariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD maupun kepada

N,{asvarakat di Daerah.

Pasal 4

Untuk menl'elenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pacla pasal 3, \IPU

mempunvai fungsi menetapkan Fatwa Flukum, memberikan pertimbangan

baik rliminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam biclang

Pemerintahan, pembangunan elan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan

Ekonomi r'zurg Islami.

7.

8.

9.

(1)

(2)

(3)

Pasal 5



Pasal 5

N{PU ikut bertanggung jawab secara Nlorai atas terselellggaranya Pernerintahan

Daerah Kota yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi NIPU terdiri dari:

a. Pimpinan;

b. Sekretariat;

c. Dewan Paripuma Ulama;

d. Komisi-komisi.

(2) Bagan Organisasi N{PU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

darr merupakal bagian vang tidak terpisahkan dari Qanul (Peraturan

Daerah) ini.

Paragraf 1

Pimpinan

Pasal 7

(1) NIPU di Pimpin oleh sahr orang Ketua tlan berapa orang wakil Ketua ;

(2) Pimpinan NIPU mempun,vai tugas memimpin N,'IPU dalam memberikan

pertimbangan terhaclap kebijakan Pemerintah Daerah serta

mempersatukan Ulama clan masvarakat cli Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada Pasal T Pimpinan

ItIPU mempulr-ai fungsi :

a. Penvatuan Pendapat Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah;

b. Pemberian Fatwa Hukum dibidang Svariat Islam.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oieh seorattg Sekretaris )'ang mernprurt-ai tugas

melaksanakan urusan Umum dan Perlengkapan, Keuangan, dan urusan

Persicianagan.

Pasal 10



Pasal 10

Untuk ment,elenggarakan tugas sebagaimatla climaksuti pacla Pasal 9

Sekretariat mempunyai fugas :

a. Pengelolaan Admin istrasi Umum, Perlengkapan clan Tata Laksana;

b. PengelolaanAdministrasiKeuangan;

c. Penviapan, bahal Risalah Persidangan;

c1. Penghubung IvIPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-

lembaga Daerah lairuwa.

Pasal 11

(1) Sekretariat terdiri clari :

a. Kepala Urusan Umum dan Perlengkapan;

h. Kepala Umsan Keuangan;

c. Kepala Urusan Persidangan.

(2) Pacla masing-masing Urusal sebagaimana climaksud dalam avat (1) clapat

clitempatkan sebanyak-banayaknya 3 (tiga) Orang Staf.

Pasal 12

(1) Kepala Urusan Umum dar-r Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan

rl1-L1san surat menvurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah talgga,

perlengkapan dan tatalaksana serta penvajian data dan informasi;

(2) Kepala Urusar-r Keualgan mempunvai tugas, meiaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan yang meliputi penyusunan Anggaran, Pembukuan,

Pembayarary Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan;

(3) Kepala Urusal Persidangan memplrnyai tugas melaksanakall ur-Lrsar-I

persidangan dam risalah 1'ang meliputi persiapan bahan persidangan,

notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf 3

Dewan Paripurna Ulama

Pasal 13

Der,r'al Paripurna Ulama mempunvai tugas memonitor, merumuskan usulan,

memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada

Pemerintah Daerah clal DPRD melalui kefua \,IPU dalam menentukan

kebijakan Daerah serta menetapkan Fatwa dibidang Hukum Svariat Islam

dalam penr.elenggaraall Pemerintahan, Pernbangunal clal pembinaal

masvarakat.

Pasal 14



Pasal 14

( 1) Dewan Paripurna Ulama tercliri dari :

a. lJlama Dayah/Pesantren ;

b. Cenclikiawan N{uslim.

(2) Jumlah Dewan Paripurna ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sebanvak-banyaknt'a 18 (delapan belas) orang clari unsur

Ulama/Cendikiawan lv{uslim Kota dan Kecamatan ;

(3) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripuma Ulama ditetapkan lebih lanjut

dengan Keputusan NIPU.

Pasal 15

(1) NIPU bersidang sekurang-kuranglya 3 (tiga) kati dalarn 1(satu) Tahun;

(2) Dalam hal-hal\.ans mendesak clapat dilakukan persiciangan istimewa.

Paragraf 4

Komisi-komisi

Pasal 16

Komisi-komisi mempunvai tugas merencanakan clan melaksanakan program

operasional .vuog berkenaan dengan bitlang tugasnva, mengimplementasikan

segala kepufusan paripuma ulama, mempersiapkan clata clan informasi serta

permasalahan yang perlu mendapat pembahasan /pemecahan dalam Dewan

Paripurna Ulama sebagaimana dimaksucl pacia pasal13 dan 14.

Pasal 17

Komisi-komisi terdiri clari :

1. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam;

2. Komisi Penelitian dan Pengembangan;

3. Komisi Ukhuwah, Dakwah clan Publuikasi;

4. Komisi Pendiclikan dan Pengajaran;

5. Komisi Ekonomi Umat;

6. Komisi Pemberdar,'aan PeremPuan ;

7. Komisi Pengembangan Generasi Muda;

8. Komisi Kerukunan Ummat clan Kaiian Politik.

Pasal 18

(1) Uraian Tugas masing-masing Komisi sebagaimana climaksud pada pasal17

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU;

(2) Tata Cara.. . . . . . . . .



(2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagiamana dimaksud pada

pasal17 clitetapkan lebih lanjut dengan keputusan N'IPLr.

Pasal 19

Komisi-komisi sebagaimana dimaksucl pacla pasal 17 dipimpin oleh L (satu)

orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota

dan sebanvak-banvaknva 3 (tiga) orang anggota komisi.

Paragraf 5

Masa Kepengurusan

Pasal 20

N{asa kepengurt.sar"r N,{PU ditetapkan selama 5 (Lima) Tahun;

N1asa jabatan Ketua MPU paling lama 2 (dua) periode kepengurusan;

Penggtrntian atau resafel kepengurusan I\.IPU dapat dilakukan sewaktu-

waktu atas hasil kesepakatan Rapat N{PU.

BAB III

TATA KERIA

Pasal 21

(1)

(2)

(3)

Dalam melaksanakan tugasnya N{PU

ir"rtegrasi, singkronisasi dan simplikasi

lingkungan masing-masing mauputr

masing-masing.

Pasal?2

Pimpinan NIPU melaksanakan tugasnr.a berclasarkan kebijaksanaan ).ang

ditetapkan oleh Dewan Paripuma Ulama, tanpa mencampuri secara lerngsung

tr-rgas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan

tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan \rang akan ditempuh.

BAB IV

PENGESAHAN LEMBAGA MPU

Pasal 23

(l) Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga NIPU dilakukan dalam

N{usvawarah Ulama dan Cedikiawal \4usiim Kota Langsa }'an!l

pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah ;

wajib menerapkan prinsip koordinasi"

sesuai dengan svariat Islam, baik dalam

antar satuan organisasi sesuai fugas

(2) Untuk.... . . . . . .



() \

(3)

Unbuk selanjutnya, pergantian dan resafel kepengurusan MPU ditetapkan

clalam rapat Permust'ar,r'aratar Ulama dan Cendikiawan N{uslim, 1'ang

diprakarsai sendiri oleh MPU;

Pengesahan terhadap personalia 1\tPU sebagaimala dimaksud dalam avat

(l) dan (2) dilakukan oleh Walikota.

Pasal 24

Pada Sekretariat MPU clapat clitempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil;

Pegawai Negeri Sipil sebagaiamana diamaksud daiam aa\.at (1) tidak

dibenarkan merangkap jabatan struktural clan fungsional lainnl'a;

Kepacla Pegawai Negeri Sipil r'ang ditempatkan pada Sekretariat N{PU,

selain menerima gaji dan penghasilan lairurl'a sesuai dengan ketentuan

)'ang berlaku, jugu rliberikan tr"rnjangan jabatan Daerah )'ang akan

ditetapkan lebih laniut dengan keputusan Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiavaan Penvelen ggar aan N,IPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatal

dan Belalja Daerah (APBD) dan subsidi atau baltuan pemerintah atasan, serta

bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini, sepanjang

mengenai peraturan pelaksanaannva, akan cliafur lebih lanjut dengan

Keputusan MPU dengan memperhatikan ketenbuan dan pedoman yang

berlaku.

Pasal27

Dengan berlakunva Qanun (Peraturan Daerah) ini, maka Ketentuan lain vang

bertentangan dengal Qanun (Peraturan Daerah) ini dinvatakan ticlak berlaku

lagi.

(1)

/ 1 \

(3)

Pasal 28



Pasal 28

Qar-run (Peraturan Daearah) ini mulai berlaku pada tanggal diunelangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

(Peratural Daerah) ini dengan Penempataml.a dalam Lembaran Daerah Kota

Langsa.

Disahkein cli Langsa

pada tar-rggal06 Agustus 2002 NI
07 Tumadil Akhtu 7424F{

A LANGSA,

r/

ZHARI AZTZ

Diundangkan cli Langsa
pada tanggal06 Agustus 2002 NI

07 Jumactil Akhir'1424 H

SEKRETA AERAH KOT G S A ,

bina Utama NIuda/NIP. 130 526 015

LE]\,{BARAN DAERi\H KOTA LANGSA TAHUN 2OO3 NO\IOR 11 SERI I)
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